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BAB I
PENDAHULUAN

Pfijanjian Perpajakarutan To\ Trca1t\ pada prinsipnya m€.upakan

kotrproDi diaftara 2 (dua) Delpra merrganai peubagial hak peDujaka sehiflgga

masing-masi[g iegam tidak melaksanakan sepenuhn]" hak pernajakan ber-

dasarkan undang-undang nasionalnya masin8-masiDg. Oleh karena itu kdentua[_

ketentuan yang ada dnlam suatu perjanjian pqpajal(an pada rrmrmnya bersifat

membatasi atau ba]*an $elepaskan hak suatu negara untuk mengenakal pajak.

Dari aspek lain, pedanjian p€rpajakan tidak n enirEbulkaD kewajiban-kewajiben

perpajakan karena kewajiban perpajakan hanla timbul berdasa.lian p€mdang_

undan€an pajak nasional, bukan kaena kete uao dalaD perjalrjian perpajakai

yang dibuat antar [ega.a. tlal ird berdasarkm pada kedaulatan nelBra, terinasuk di

bida$g p€rpajakan yang dikenal juga dergan kedaulatat perpajak&r

(belaslingsoyveYiniteit) yaifu wewenang mutlak )ang ada pada ne€Bra yang

dilalsanalGn melahi alal kenegaraan tertingi (DpR bersama dengan presiden)

untuk mengadakan peraturan-peratum[ untuk memmgut pajak2. Dengan kata lain,

meskipun pedatjiaD pcrpajakarr melal rkall hak dan kewajibad kepada neSara

yang terikat o/aDg rrembuat) perjanjian perpajakar, alan tetapi apabila

berdasarkan penrndang-undangar negara tuBional yang bersangliulan suatu

perbuatan, keadaan, peistiwa (bthestunr4 bulian merupakan suatu obyel pajalq

Meslipun dalrJD p.altil perra.jian peQajarltr rErgu.atan i$ilah -dgreeMa arlu
''pers€lujuan, ,lan retapi nr€rgmgat .-pt{seluluan" jusa rermasul &tam FBerri.n'lerjaajiin-, rnd, dalm lulis& ini pautis slln.etian rsrilah lcduaiuntra se.ara

r Rocllrl|tr So,.rrril'o, Ir,ltlrr PaJaL hlermsionor h*tt sid pc aibrgan An pdrgLt rl& n
E .s.o B.Ixtur8, 1997. Hlm 30.


